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ABSTRAK 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakannya 

adalah wajib bagi setiap orang mukallaf (muslim yang sudah dikenai hukum) 

khususnya bagi yang mampu. Karena sifatnya yang merupakan rukun Islam di 

samping itu merupakan suatu ibadah yang menyangkut tugas nasional dan 

menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah 

haji menjadi tanggung jawab pemerintah, maka dalam hal ini disediakanlah suatu 

fasilitas program dana talangan haji dengan landasan yuridis yang mengacu 

kepada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas 

dari praktek riba untuk membantu menalangi dana atau pembayaran BPIH 

nasabah dengan menggunakan akad qardh dan ijarah atas jasa pengurusan porsi 

haji.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad dana 

talangan haji di Indonesia dan bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad 

dana talangan haji. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat bersifat deskriptif serta 

menggunakan metode berfikir metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode 

berfikir induktif ini adalah fakta-fatkta yang sifatnya khusus atau peristiwa-

peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang 

bersifat umum.  

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap akad dana talangan haji di 

Indonesia merupakan penggabungan antara akad qard dan ijarah. Dan pendapat 

ulama Klasik terhadap akad dana talangan haji adalah bahwa praktik tersebut 

tidak diperbolehkan, yang demikian adanya penggabungan dua akad yang saling 

bertolak belakang tujuannya, selain itu dalam praktik talangan dana haji 

mengandung unsur riba, yaitu mengambil manfaat dari transaksi al-qardh. 
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ABSTRACT 

 

Hajj is the fifth pillar of Islam. The law of carrying it out is obligatory for 

every mulatto (Muslim who has been subject to the law), especially for those who 

can afford it. Due to its nature, which is a pillar of Islam, in addition to being a 

worship that involves national duties and concerns the dignity and good name of 

the nation, the activity of organizing the Hajj pilgrimage is the responsibility of 

the government, so in this case a Hajj bailout program facility is provided with a 

juridical basis that refers to DSN-MUI fatwa. This fatwa regulates the ability of 

LKS which are free from the practice of usury to help cover funds or BPIH 

payments for customers using qardh and ijarah contracts for Hajj portion 

management services. 

The formulation of the problem in this research is how the Hajj bailout 

fund agreement is in Indonesia and what is the opinion of classical ulama 

regarding the Hajj bailout contract. 

This research is library research using descriptive qualitative research methods 

and using inductive thinking methods. That is, an inductive thinking method uses 

specific facts or concrete events, then generalizations are drawn from these 

events. 

The results of the research that researchers conducted on hajj bailout 

contracts in Indonesia are a combination of qard and ijarah contracts. And the 

opinion of Classical scholars regarding the Hajj bailout contract is that this 

practice is not permitted, that is, there is a combination of two contracts that have 

contradictory aims, besides that the practice of Hajj bailout funds contains 

elements of usury, namely taking advantage of al-qardh transactions. 
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MOTTO 

 

ِه  واْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعمُۡرَةَ لَِِّ  ٦٩١  …وَأتَمُِّ
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan „umrah karena Allah…”. (Q.S. Al-

Baqarah (2): 196) 

طُ  ُ ُ يقَۡبِطُ وَيبَۡص  عِفهَُۥ لهَُٓۥ أظَۡعاَفٗا كَثيِرَةٗه وَٱلَِّ َ قرَۡظًا حَسَنٗا فيَعََُٰ ه ذاَ ٱلَّذِي يقُۡرِضُ ٱلَِّ وَإِليَۡهِ مَّ

 ٥٤٢ترُۡجَعوُنَ  
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 245) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksudkan adalah ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI 

INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA KLASIK. Adapun uraian 

pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, 

sebagai berikut: 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya; 2. penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 

penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 4. pemecahan persoalan yang 

dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
1
  

Akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak 

pertama dengan pihak kedua terhadap perjanjian atas suatu barang atau produk 

yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syari‟i.
2
 

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk 

tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk 

                                                           
1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 

Karya, 2006), 11. 
2 Zainal Abdulhaq, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76. 
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menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis 

sebuah bisnis. 

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah 

memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang 

dengan membayar kemudian.
3
 Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi 

Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta miliki orang 

lain dibawah suatu bailment contract dan bertanggung jawab atas kontak itu, 

untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikan dalam keadaan baik 

ketika kontrak itu dilaksanakan.
4
 

Pengertian haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke 

Baitullah, di Makkah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu 

serta dilakukan dengan tertib. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 

ditunaikan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus memahaminya. 

Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang 

terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur 

pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian 

maupun saran. Pendapat juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi. 

Ulama klasik, yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah empat 

imam madzhab fiqih Ahlus-Sunnah wal Jama’ah yaitu Imam Hanafi, Imam 

Maliki, Imam Syafi‟i, dan Imam Hanbali. 

                                                           
3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 995. 
4 Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangandan Perdagangan, Cet, Ke-v, 

(Jakarta:Pradnya Paramita,1982), 75-76. 
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Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi ANALISIS AKAD DANA 

TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA 

KLASIK adalah untuk menganalisa dana talangan haji di Indonesia menurut 

pendapat dan sudut pandang ulama klasik. 

B. Latar Belakang Masalah 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakannya 

adalah wajib bagi setiap orang mukallaf (muslim yang sudah dikenai hukum) 

khususnya bagi yang mampu. Kemampuan itu setidaknya diukur dari empat 

syarat yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama‟ untuk melakukan ijtihad-

ijtihad dalam penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan upaya 

pemberangkatannya. Hal tersebut tergambar jelas dalam Alquran dan Hadis 

yang berbunyi: 

 َِ ج١َۡذِ  ٌۡ ِ ػٍََٝ ٱٌَّٕبطِ حِجُّ ٱ لِِلَّّ َٚ بۗ  ٕٗ ِِ َْ ءَا ٓ دخٍَََُٗۥ وَب َِ َٚ  ََُۖ ١ ِ٘ َُ إثِۡشََٰ مبَ َِّ ذٞ 
ذُُۢ ث١َََِّٰٕ ِٗ ءَا٠ََٰ ِٓ ٱعۡزطََبعَ ف١ِ

 َّْ ِ ٓ وَفشََ فئَ َِ َٚ ِٗ عَج١ِلٗٗۚ  َٓ  إ١ٌَِۡ ١ ِّ ٍَ ؼََٰ ٌۡ ِٓ ٱ ٌّٟ ػَ َ غَِٕ  ٧٩ٱلِلَّّ
Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam 

Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah Dia. Dan (di 

antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 

ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu 

mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari 

(kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (Q.S Ali „Imran (3): 97). 

 ُ َٟ اللَّّ شَ سَػِ َّ ِٓ ػُ ِٓ اثْ ب لبَيَ ػَ َّ ُٙ ْٕ ْٛ  : ػَ ُ لبَيَ سَعُ ِ طٍََّٝ اللَّّ َُ  يُ اللَّّ عٍََّ َٚ  ِٗ َُ ػٍََٝ  :ػ١ٍََْ َٟ الإعْلَٗ ثُِٕ

ظٍ  ّْ ْْ لََ إٌََِٗ إلََِّ  :خَ بدحَِ  أَ َٙ ُ شَ يُ  اللَّّ ْٛ ذاً سَعُ َّّ حَ ُِ  َّْ أَ َٚ ِ حَجِّ  اللَّّ َٚ وَبحِ  إ٠ِْزبَءِ اٌضَّ َٚ لٗحَِ  َِ اٌظَّ إِلبَ َٚ

 َْ ؼَب َِ َِ سَ ْٛ طَ َٚ ٌْج١َْذِ  ٌْجخَُبسِٞ) ا اُٖ ا َٚ  5.(سَ

Artinya: Dari Ibn „Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Islam 

dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni 

mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, 

                                                           
5 Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, Juz. I, No. 8 (Damaskus: Dar Ibn 

Katsir, 2002), h. 11. 
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menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadhan 

(H.R. Bukhari). 

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan 

menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan 

ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, partisipasi 

masyarakat merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem 

manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan mendasar yaitu masalah 

pendanaan, di mana untuk mendapatkan porsi haji, calon jamaah harus 

membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang 

ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk 

pembayaran BPIH. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi perbankan Indonesia 

dengan meluncurkan produk pembiayaan talangan haji atau dengan program 

tabungan haji dari bank. Padahal banyak pekerjaan di Indonesia yang belum 

tentu dapat memberikan kemungkinan bagi pemiliknya untuk bisa menyisihkan 

uangnya sebagai tabungan haji. Kendati demikian program dana talangan haji 

menjadi salah satu faktor pemicu panjangnya antrian untuk bisa berangkat ke 

tanah suci.  

Program dana talangan haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa 

DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Haji Lembaga 

Keuangan Syari‟ah (LKS). Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang 

bebas dari praktek riba untuk membantu menalangi dana atau pembayaran 

BPIH nasabah dengan menggunakan akad qardh dan ijarah atas jasa 

pengurusan porsi haji. Ketentuan DSN-MUI yang menetapkan akad qardh 
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untuk dana talangan haji menimbulkan banyak kontroversi, dan tidak 

memberikan keuntungan kepada pihak bank maupun LKS, hal ini karena akad 

qardh merupakan akad tabarru’ yang tidak membolehkan mengambil 

keuntungan dari akad tersebut. Untuk itu dalam akadnya juga diperbolehkan 

mengambil ujrah atau berlakunya akad ijarah disesuaikan dengan jumlah 

talangan yang diberikan. Dalam prakteknya berlangusung dua akad sehingga 

menimbulan kontroversi mengenai kehalalan dan keharaman dana talang haji 

yang berhubungan dengan kemabruran haji yang mendapatkan dana produk ini. 

Haji secara bahasa berasal dari kata al-Hajj yang berarti tujuan, maksud 

atau menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu haji juga 

berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna haji secara istilah (terminologis) 

adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian 

ibadah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan 

tersebut adalah sekitar Ka‟bah, Muzdalifah dan Mina dan dilaksankan mulai 

tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah.
6
 

Haji menurut Imam Hanafi ialah menyengaja suatu perbuatan. Sedang 

menurut istilah adalah berkunjung ke baitullah (Ka‟bah) untuk mengerjakan 

ibadah dengan cara, tempat, dan dalam masa tertentu. Maksud dari tertentu 

ialah tawaf, sa‟i dan wukuf. Tempat tertentu ialah Ka‟bah dan Arafah. Waktu 

tertentu ialah, haji harus dikerjakan dalam bulan haji, tanggal 10 Dzulhijjah. 

Dan orang yang berhaji harus berniat ketika berihram. Penghertian haji dan 

                                                           
6 Said Agil Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji; Penuntun Jama’ah Mencapai Haji Mabrur 

(Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1-2. 
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imam ni mungkin terbatas, tetapi lebih mencakup dari pengertian madzhab-

madzhab yang lain.
7
 

Imam Maliki berkata, haji menurut bahasa ialah menyegaja. Sedang 

menurut syara‟ ialah wukuf di padang Arafah pada malam kesepuluh dari 

bulan Dzulhijjah, tawaf di Ka‟bah 7 kali, sa‟i kali. Dan semuanya itu 

dikerjakan menurut cara-cara tertentu. Yang dimaksud wukuf pada malam 

kesepuluh dari bulan Dzulhijjah dengan menunjukkan bahwa rukun wukuf 

harus pada malam hari. Sedang tawaf maksudya ialah tawaf ifadhah, karena ia 

termasuk rukun haji. Sa‟i yang juga termasuk rukun dilakukan etelah tawaf 

ifadhah bagi orang yang tidak bersa‟i setelah tawaf qudum (selamat datang di 

Ka‟bah). Akan tetapi, sekalipun juga niat termasuk rukun bagi mereka.
8
 

Sedangkan menurut Imam Syafi‟i haji secara bahasa ialah menyengaja. 

Sedangkan menurut syara‟ adalah sengaja mengunjungi Ka‟bah untuk 

melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut madzhab ini, tidak 

mencakup semua rukun-rukun haji. Karena ia membatasi pengertian hanya 

dengan menyengaja mengunjungi Ka‟bah dan tidak menyebutkan wukuf di 

Arafah, sa‟I antara Safa dan Marwah atau mencukur rambut. Padahal al itu 

termasuk rukun menurut mazhab Syafi‟i.
9
 

Imam Hanbali berkata, haji menurut bahasa artinya menyengaja. 

Sedang menuut istilah adalah sengaja mengunjungi Makkah untuk satu 

perbuatan tertentu seperti tawaf dan sa‟i termauk wukuf di Arafah. Karena 

                                                           
7 Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘alaMazahib al-Arba’ah juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 

251. 
8 Ibid., 252.  
9 Ibid. 
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Arafah ikut bagian dari Makkah dan dalam waktu tertentu pula. Yang 

dimaksud dengan waktu-waktu tertentu adalah melaksanakan rukun dan syarat 

wajibnya, sunat-sunatnya dalam waktu-waktu tertentu.
10

  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa haji adalah 

melaksanakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam masa tertentu. 

 Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji 

apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Alquran surat Ali Imran 

ayat 97. Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah “al-Istitha’ah”. 

Saya mengutip perbedaan pendapat empat imam mazhab tentang 

makna istitha’ah sebagai berikut: 

1.  Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna istitha’ah menjadi 3 macam 

yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal 

dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan 

adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang 

mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan 

juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan 

selama dan pasca ibadah haji.
11

 

2. Mazhab Maliki memaknai istitha’ah dengan 3 hal yakni kemampuan 

fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. 

Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan 

manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratakan 

perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu 

                                                           
10 Ibid., 253 
11 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid  jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 657 



8 

 

dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah 

meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-

pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta 

dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak 

menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.
12

  

3. Mazhab Syafii memaknai istitha’ah dengan 3 hal yakni kemampuan 

fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang 

mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang 

berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.
13

 

4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa istitha’ah berkaitan dengan bekal dan 

kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk 

beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan 

selama ibadah haji wajib dicukupi.
14

 

Ukuran standar kemampuan ini sudah disepakati oleh para imam 

madzhab, di antaranya adalah: 1) mampu dalam biaya perjalanan termasuk 

memungkinkan tersedianya sarana untuk menuju ke Baitullah, 2) ada nafkah 

yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, 3) keamanan dalam perjalanan, 

4) dan bagi perempuan, ada tambahan berupa aman dari fitnah sehingga 

kemudian dewasa ini ditetapkan jika ditemani oleh kerabat atau mahramnya 

atau suami. Namun, dewasa ini daftar tunggu haji membutuhkan waktu yang 

lama. Di wilayah Jawa, khususnya, daftar antrean tunggu haji reguler mencapai 

waktu kurang lebih 19 tahun lamanya. Meski orang tersebut mampu membayar 

                                                           
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Ibid., 658 
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dengan lunas sekaligus, namun bila ia mendaftar melalui jalur reguler, ia harus 

melewati masa antrean tunggu tersebut. Ini kemudian menjadi peluang bagi 

beberapa pihak untuk melakukan bisnis perjalanan haji, khususnya oleh badan 

penyelenggara haji. 

Sedangkan untuk hukum dari dana talangan haji ini ada yang 

memperbolehkan dan ada juga yang tidak, diantaranya adalah: 

1. Imam Malik memakrukan hal tersebut, namun, jika hal itu terjadi tidak lah 

mengapa. Haji yang dilakukan dengan harta demikian kalau sesuai dengan 

agama, sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur. 

Meski begitu, ada syarat atau catatan yang harus diperhatikan, yakni 

pinjaman atau utang untuk naik haji itu bukan takaluf (mengada-ada secara 

tidak semestinya). Tetapi, menurut Imam Malik sebaiknya orang yang 

berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa.
15

 Dalam Madzhab 

Maliki sewa-menyewa dalam ibadah haji ada dua macam: 

a. Yang disebut dengan haji al balagh. Yaitu ketika seseorang menyewakan 

dirinya dengan imbalan ganti perbekalan dan kendaraan untuk perjalan 

haji. Jika yang diterimanya kurang maka dia akan mendapatkan 

tambahan, dan jika lebih maka dia akan mengembalikannya.. 

b. Haji menurut prinsip sewa-menyewa pada umumnya (al ijarah). Yakni, 

jika bayarannya kurang maka dia harus menanggungnya sendiri. namun 

jika ada kelebihan maka itu menjadi haknya.
16

 

                                                           
15 Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’ Imam Malik Jilid 2, (tt.p, Madrasa Editorial, tt), 304 
16 Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid  jilid 1, 665 
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2. Imam Syafi‟i memperbolehkan untuk melaksanakan haji dengan dana yang 

berasal dari pinjaman, selagi tidak memberatkan salah satu pihak, 

menurutnya orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib haji, akan tetapi 

jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah. Bahkan ia berpendapat hajinya 

orang fakir dan semua orang yang tidak mampu itu sah selama ia termasuk 

orang merdeka dan mukallaf (muslim, berakal, baligh), sebagaimana sah 

orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat.
17

 

Adapun dasar pendapatnya adalah kesepakatan para ulama atas bolehnya 

sewa-menyewa dalam penulisan mushaf Al Qur‟an dan pembangunan 

masjid, padahal itu semua adalah perbuatan demi qurbah (mendekatkan diri 

kepada Allah SWT).
18

 

3. Imam Hanbali mengungkapkan, haji dengan uang dari utangan tidak 

merusak sahnya ibadah haji. Apalagi, bila di balik utang itu ada tujuan yang 

mulia, yaitu menemani orang tua, atau wanita yang tidak memiliki mahram. 

Beliau  menambahkan bahwa tidak wajib menunaikan ibadah haji jika orang 

tersebut sedang menanggung utang, tapi tidak menggugurkan syarat sahnya. 

Imam Hanbali berpendapat bahwa “bekal” yang dimaksudkan oleh Nabi 

SAW adalah kelebihan harta berbanding tanggungan pokoknya, hutangnya 

terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab 

pokoknya seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu 

                                                           
17 Muhammad Az-Zuhaili, Al-Mu’tamad Fiqih Imam Syafi’i (Zakat, Puasa, Haji, Ubudiyyah), Jilid 

2, (tt.p, Gema Insani, 2009), 88. 
18 Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid  jilid 1, 666. 
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perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi 

menunaikan haji.
19

 

4. Sedangkan Abu Hanifah tidak memperbolehkannya, dasarnya adalah karena 

haji merupakan ibadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

maka tidak dibolehkan dilakukan sewa-menyewa didalamnya. Yang 

menjadi dasar hukum dari pendapat ini adalah gabungan dua akad, yaitu 

akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa). Menurutnya, akad qardh 

dan ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan Haji, karena dalil 

yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh dan ijarah. 

Dalam akad qardh dan ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan 

mensyaratkan tambahan imbalan. Sebab dalil yang hanya membolehkan 

qardh dan ijarah secara terpisah, tak ada satupun dalil yang membolehkan 

qardh dan ijarah dalam satu akad. Sehingga pendapatnya tentang akad qardh 

dan ijarah yang mendasarinya tidak sah secara syar‟i dengan kata lain 

mengenai qardh wal ijarah menurutnya keliru dan tidak halal untuk 

diamalkan.
20

 Sebagaimana Hadits berikut: 

 ُْ لََ شُشْؽَب َٚ ث١َْغٌ  َٚ لََ ، ث١َْغٍ  فِٟلََ ٠حًَ عٍَفٌَ  ب َٚ َِ َٓ ٠ؼُْ  ٌَُسِثْحٌ  ب ١ٌَْظَ ، ّ َِ لََ ث١َْغٌ   .ذنََ ػِٕ َٚ
Artinya: Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu 

jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam 

tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR. 

an-Nasa‟i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni) 

                                                           
19 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ash-Shaibani, Musnad Imam Ahmad Bin 

Hanbal diterjemahkan oleh Nasiruddin Al-Khattab, (tt.p, Darussalam, tt), 198 
20 Muhammad bin Abdurrohman Al-Khomisi, Al-Fiqh Al-Akbar li Al-Imam Abi Hanifah jilid 1-2, 

(tt.p, Maktabah Rusyd, tt), 203 
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Alasan yang membolehkan dana talangan haji di antaranya ialah 

manfaat utama dari dana talangan haji itu sendiri yaitu memberikan bantuan 

kepada masyarakat untuk melaksanakan salah rukun Islam yakni berhaji ke 

baitullah. Sehingga bisa saja dianggap sebagai bagian dari fath al-dzari’ah 

(sarana terjadinya kebaikan). Selain itu dana talangan haji ini memiliki peminat 

yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan 

Syariah sebagai instrumen ekonomi umat Islam. Alasan mengharamkannya 

ialah banyaknya mudharat yang timbul dari praktek dana talangan haji ini, baik 

ditinjau dari aspek syari‟ah yaitu keabsahan akadnya yang sangat menjatuhkan 

kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara 

akad qardh dan ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai 

jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada masa pinjaman yang 

berpotensi terjadinya riba’ (penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman 

saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok 

yang dibebankan kepada peminjam). Sebagaimana firman Allah SWT: 

 ٌِ ۚ رََٰ ظِّ َّ
ٌۡ َٓ ٱ ِِ  ُٓ ١ۡطََٰ َُ ٱٌَّزِٞ ٠زَخََجَّطُُٗ ٱٌشَّ ب ٠مَُٛ َّ َْ إلََِّ وَ ٛ ُِ اْ لََ ٠مَُٛ َٰٛ ثَ َْ ٱٌشِّ َٓ ٠أَۡوٍُُٛ ُۡ ٱٌَّز٠ِ ُٙ هَ ثأََِّٔ

ُ ٱٌۡ  ًَّ ٱلِلَّّ أحََ َٚ  
اْۗ َٰٛ ثَ ًُ ٱٌشِّ ثۡ ِِ ج١َۡغُ  ٌۡ ب ٱ َّ اْ إَِّٔ ٓٛ َٰٝ لبٌَُ َٙ ثِّۦِٗ فٱَٔزَ ٓ سَّ ِِّ ػِظَخٞ  ۡٛ َِ ٓ جَبءَُٖٓۥ  َّ  فَ

اْۚ َٰٛ ثَ ََ ٱٌشِّ حَشَّ َٚ ج١َۡغَ 

  َْ ذُٚ ٍِ ب خََٰ َٙ ُۡ ف١ِ ُ٘ تُ ٱٌَّٕبسَِۖ  ئِهَ أطَۡحََٰ
ٓ ٌََٰ ْٚ ُ ٓۡ ػَبدَ فأَ َِ َٚ  َِۖ شُُٖٓۥ إٌَِٝ ٱلِلَّّ ِۡ أَ َٚ ب عٍَفََ  َِ  ٥٩٢فٍََُٗۥ 

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah (1): 275).  
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Hal ini tidak diperbolehkan, karena selain hukum dari riba itu sendiri 

haram juga setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan termasuk 

riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. 

Tambahan biaya dianggap bukan ujrah tapi bunga atas pinjaman dana yang 

diberikan sehingga dianggap riba. Jika ujrah seharusnya fee tersebut digunakan 

untuk layanan penyelenggaraan haji seperti jasa layanan bimbingan ibadah 

manasik haji, jasa penggunaan paspor jamaah, jasa pengurusan visa haji atau 

digunakan untuk lainnya. Jika dilihat kembali pada Fatwa DSN-MUI Nomor 

29 Tahun 2002 dijelaskan bahwa besarnya imbalan jasa al-ijarah tidak boleh 

didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan kepada nasabah. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ditelah dipaparkan serta 

dengan adanya pebedaan argumentasi atau pendapat ulama klasik di atas 

tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: Analisis 

Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Ulama Klasik. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah bagaimana legalitas dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat 

ulama klasik. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus 

sebagai berikut: 

1. Apa dasar hukum dari akad dana talangan haji. 

2. Bagaimana analisis dana talangan haji di Indonesia. 

3. Bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji. 
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4. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat dari ulama klasik terkait dana 

talangan haji. 

D. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik pokok masalah, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana akad dana talangan haji di Indonesia? 

2. Bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji?  

E. Tujuan Penelitian 

Dari uraian pokok permasalahan tersebut maka dapat ditarik tujuan 

penulisan, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui akad dana talangan haji di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji?  

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian dapat dibagi menjadi 

dua aspek yaitu: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

secara teoritis mengenai dana talangan haji di Indonesia berdasarkan 

pendapat dari ulama klasik sehingga dapat dijadikan referensi bagi para 

pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

sama. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan khazanah 

keilmuan tentang dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama 

klasik. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mengkaji penelitian analisis dana talangan haji di indonesia 

menurut pendapat empat Imam Madzhab, maka dasar-dasar penelitian 

terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. 

Penelitian terdahulu yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Yessi Widhi Astuti (2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 di Bank Syariah 

Mandiri Salatiga” menjelaskan bahwa Pelaksanaan pembiayaan talangan 

haji di Bank Syari‟ah Mandiri KC Salatiga dari segi akadnya sudah 

menggunakan akad Qardh wal Ijarah yang sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syara‟ dari akad tersebut dan sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-

MUI/IV/2001 dan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan produk 

pembiayaan talangan haji di Bank Syari‟ah Mandiri KC Salatiga telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2013. Karena sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Bank Syari‟ah Mandiri memberikan 

layanan pembiayaan talangan haji dengan jangka waktu talangan hanya 1 

(satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan 

pelunasan, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah akan dikenakan 

ujrah sebesar Rp. 2.850.000.
21

 

                                                           
21 Yessi Widhi Astuti, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 di Bank Syariah Mandiri Salatiga”, 

(Skripsi, UIN Salatiga, 2013), 14 
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2. Rita Andesta (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan 

Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syari‟ah Mandiri Cabang 

Pekanbaru” menjelaskan bahwa Dana talangan adalah pembiayaan dengan 

menggunakan akad Qardh dan ijarah yang diberikan kepada nasabah/calon 

haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi atau 

pelunasan BPIH. Dalam talangan ini yang dilaksanakan Bank Syariah 

Mandiri Cabang Pekanbaru menggunakan akad Qardh, yaitu pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 

mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati 

tanpa diikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman 

Qardh untuk talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang bersifat 

berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana 

dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya.
22

 

3. Mustaqim (2015) dalam penelitian yang berjudul “Dana Talangan Ibadah 

Haji Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa DSN MUI 

No.29/DSN.MUI/VI/2002)” menjelaskan bahwa calon jamaah haji yang 

menggunakan dana talangan haji memperoleh kemudahan mendapatkan 

dana untuk mendaftar porsi haji. Dan bagi calon jamaah haji yang tidak 

menggunakan dana talangan haji menjadi terhalang keberangkatannya 

dikarenakan keberangkatan calon jamaah haji sesuai dengan daftar tunggu 

nomor porsi haji.
23

 

                                                           
22 Rita Andesta, “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Pekanbaru” (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasyim Riau, 2010), 22  
23 Mustaqin, “Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa 

DSN MUI No.29/DSN.MUI/VI/2002)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2010), 31. 
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada 

analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah.
24

 Penelitian kualitatif merupakan pendekatan 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang 

yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam 

penelitian kuantitatif.
25

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian atau riset kepustakaan. Peneltian 

ini akan menganalisis dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat 

empat Imam Madzhab. 

Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan 

riset lapangan.
26

 

Idealnya, sebuah riset professional menggunakan kombinasi riset 

pustaka dan riset lapangan atau dengan penekanan pada salah satu di 

antaranya. Namun dalam meneliti konsep dana talangan haji di Indonesia 

menurut pendapat ulama klasik, penulis lebih relevan menggunakan metode 

penelitian pustaka. Setidaknya ada tiga alasan; pertama, karena persoalan 

                                                           
24 Saifuddin Azmar, Metode Penelitian,  (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), 5. 
25 Ibid., 6. 
26 Zed Mestika, Metode Penelitihan Kepustakaan, (Jakarta, Yayasan bogor Indonesia, 2004), 3. 
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penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan 

sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. 

Kedua, studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaiti 

studi pendahuluan (prelimenery research) untuk memahami lebih dalam 

gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau di dalam masyarakat. 

Ketiga, data pustaka tetap handal untuk menjawab persoalan penelitian.
27

  

Penelitian ini akan menampilkan argumentasi penalaran keilmuan 

dari hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu 

masalah atau topik kajian. Jenis penelitian ini didukung oleh data yang 

diperoleh dari sumber pustaka yang berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan 

penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain 

sebagainya. Bahan-bahan pustaka tersebut dibahas secara kritis dan 

mendalam dalam rangka mendukung pembahasan dana talangan haji di 

Indonesia menurut pendapat ulama klasik. 

3. Sumber Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk 

jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang 

diberikan”. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan 

yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, 

katakata, atau citra. 

                                                           
27 Ibid., 2. 
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Sumber data ialah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam 

sebuah penelitihan terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah 

baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. 

Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang tidak bisa 

memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.  

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber pada Al-

Qur‟an dan Hadis, yang kedua-duanya merupakan sumber hukum Islam 

yang paling utama. Selain itu data primer juga bersumber dari Fatwa 

DSN MUI serta regulasi yang berlaku di Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data 

penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab yang dikarang 

oleh para ulama klasik. Di samping itu juga membutuhkan sumber lain, 

seperti buku-buku, jurnal dan  pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain 

dari judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang 

diteliti saat ini. 

4. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian 

a. Menggali ide umum tentang penelitian. 
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b. Mencari informasi yang mendukung topik penelitian. 

c. Mempertegas fokus penelitian dan mengorganisasi bahan yang 

digunakan dalam penelitian. 

d. Mencari dan menemukan bahan bacaan (artikel, jurnal, buku-buku, 

dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip, dan lain sebagainya) yang 

mendukung penelitian. 

e. Review, dan memperkaya bacaan. 

f. Reorganisasi bahan dan membuat catatan penelitan. 

g. Reorganisasi bahan kembali dan menulis hasil penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis 

berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, 

kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk 

memperoleh informasi yang bekaitan dengan pembahasan.
28

 

6. Langkah Pengolahan Data 

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber.
29

 Penelitian ini menganalisa data 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Konten Analisis 

Dalam mengolah data digunakan metode analisis isi (content 

analizing). Metode ini digunakan untuk menganalisis akad dana talangan 

haji di Indonesia dan pendapat ulama klasik mengenai akad dana 

                                                           
28 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor, Ghalia Indonesia 2005), 103 
29 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, , Remaja Rosdakarya, 2002), 190. 
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talangan haji, kemudian dikelompokan dengan tahap identifikasi, 

klasifikasi atau kategorisasi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi. 

b. Deskriptif 

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi 

gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga 

peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang 

demikian keadaannya.
30

 Peneliti tidak merubah ketentuan-ketentuan yang 

ada pada akad dana talangan haji di Indonesia dan juga tentang pendapat 

ulama klasik mengenai dana talangan haji, yang peneliti lakukan adalah 

hanya membaca, menjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana aslinya. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian 

lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Penulis memberikan 

gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu meliputi bagian 

formalitas adalah halaman sampul, halaman judul halaman pernyataan 

keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, 

pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak. 

Bab pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini yang menggambarkan bab 

dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini. 

                                                           
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 

2006), 267. 
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Bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian pustaka, penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi 

yang mempunyai kesamaan dan membahas hal serupa dengan penelitian ini, 

pada kajian pustaka atau kerangka teori terdiri dari teori yang menerangkan 

tentang pembiayaan dana talangan haji yang meliputi pengertian, rukun, syarat 

haji, akad yang digunakan dalam talangan haji, dan lain-lain. Dan berisi terkait 

analisis akad dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik. 

Bab ketiga, yaitu deskripsi objek penelitian. Pada bab ini terdiri dari 

gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi 

jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan 

data dan metode analisis data. 

Bab keempat: analisis data dan temuan penelitian, terdiri dari hasil 

analisis akad dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik. 

Bab kelima: penutup, terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan rekomendasi.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Al-Ijarah dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Al-Ijarah 

Dalam bahasa arab lafal al-ijarah upah,  sewa, atau imbalan. Al-

ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi 

keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, ataupun menjual jasa 

perhotelan dan lain-lain.
31

 

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan  al-ijarah yang 

artinya sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

pengganti sejumlah uang. Selain itu dalam Ensiklopedia Muslim, al-ijarah 

diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga 

tertentu. Jadi pengertian dari bahasa Arab dan pengertian dalam KUH 

Perdata mempunyai unusur kesamaan, selain itu yang membedakannya 

bahwa dalam pengertian bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka 

waktu.
32

 

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah. 

Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu 

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud 

dengan sewa-menyewa adalah mengambil manfaat suatu benda. Jadi, 

bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa-

                                                           
31Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228. 
32Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyajarta: Gadjha 

Mada University, 2018), h. 69-70. 
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menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan 

tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, 

rumah dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat juga berupa karya 

pribadi seperti perkerja.
33

 

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan 

sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, di dalam hal 

ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan 

terjadi sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang 

disewakan tersebut, di dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti 

kendaraan, rumah dan pemanfaatan karya seperti musik, bahkan bisa berupa 

karya pribadi seperti pekerjaan. 

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan 

“mu’ajir”, sedangkan yang menyewakan disebut dengan “musta’jir” benda 

yang disewakan diistilahkan dengan “ma’jur” dan uang atau imbalan atas 

pemakaian manfaat barang tersebut dengan “Ajaran atau Ujrah”.
34

 

Dalam Al-Qur‟an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang 

berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-aqdu) dan kata ahd (al-

ahdu), Al-Qur‟an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau 

perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur‟an berarti masa, 

pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah 

akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintensi, sedangkan 

                                                           
33 Suhrawardi K. Lubis‟dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi’Islam ( Jakarta: Sinar Grafika 

2014), h. 155-156. 
34Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar‟Grafika, 2014), h. 52. 
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Al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, 

yang dapat diartikan sebagai pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan 

atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan 

kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, 

sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 

76: 

ذِِٖ  ْٙ َٰٝ ثؼَِ فَ ْٚ ْٓ أَ َِ  َٰٝ َٰٝ ٱ َٚ  ۦثٍََ َّْ  رَّمَ ِ َ ٱ فئَ َٓ ٱ ٠حُِتُّ  لِلَّّ زَّم١ِ ُّ ٌْ 
Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Ali-Imran: 76).
35

 

Dari rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus 

merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling 

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal 

yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Jadi dengan 

demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukan adanya 

kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.
36

 

Al-ijarah berasal dari kata al- ajru yang berarti al-iwadh atau berarti 

ganti, dalam pengertia syara al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks 

KUH Perdata al-ijarah disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa 

adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

                                                           
35 Departemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahan...., h. 217. 
36 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian ...., h. 22-23. 
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memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 

waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai 

dengan kesepakatan. 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan 

al-ijarah, diantara laian sebagai berikut: 

a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, al-ijarah adalah akad atau transaksi terhadap 

manfaat dengan imbalan. 

b. Menurut Fuqaha Syafi‟iyah, al-ijarah adalah transaksi terhadap manfaat 

yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat  

dipertukarkan dengan imbalan. 

c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, al-ijarah adalah pemilik 

manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama priode waktu 

tertentu dengan suatu imbalan.
37

 

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, al-ijarah adalah 

akas atas pemanfaatan yang dietahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu. 

e. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al- Khatib, al-ijarah  adalah pemikiran 

manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 

f.  Menurut Hasbie Ash- Siddiqie, al-ijarah adalah akad yang objeknya 

ialah penukaraan manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat 

dengan imbalan, sama menjual manfaat.
38

 

                                                           
37Ghufron A. Mas‟adi, Fiqih Muamalah Konstetual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 183-184. 
38Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 113-

114. 
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2. Dasar Hukum Al-Ijarah 

a. Al-Qur‟an di antaranya: 

1) Firman Allah swt: 

أٓثَذَِ    ب ٠ََٰ َّ ُٙ ِٓ  جِِرشَُٖۡۖ   ۡ عۡزَ ٱلبٌَذَۡ إحِۡذىََٰ َِ َّْ خ١َۡشَ  ُّٞ ٱ جَِرشۡدَ   ۡ عۡزَ ٱإِ ِٛ مَ
ُٓ ٱ ٌۡ ١ ِِ َ ٟٓ   ٥٢ لۡۡ لبَيَ إِِّٔ

ْۡ أُٔىِحَهَ إحِۡذَٜ  َّٟ ٱأس٠ُِذُ أَ َ ذَ ػَشۡشٗا  ثٕۡزَ ّۡ َّ ْۡ أرَۡ ِ َٟ حِجَِرج َۖ فئَ ِٕ ََّٰ ٓ أَْ رأَۡجُشَِٟٔ ثَ َٰٝ ِٓ ػٍََ ز١َۡ
ََٰ٘

ْۡ أشَُكَّ ػ١ٍََۡهَۚ عَزجَِِرذُ  بٓ أس٠ُِذُ أَ َِ َٚ ٓۡ ػِٕذِنََۖ  ِّ ٟٓ إِْ شَبءَٓ فَ َٓ  لِٰلُّ ٱِٔ َٓ ٱِِ ح١ِ ٍِ   ٥٩ ٌظََّٰ
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 

delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak 

hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan 

mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik” (QS. Al-

Qashash (28): 26-27.
39

 

 

2) Firman Allah swt: 

 ُْ ُٙ ٕبَ ث١ََْٕ ّْ ُٓ لغََ ذَ سَثهَِّ ٔحَْ َّ َْ سَحْ ٛ ُّ ُْ ٠مَْغِ ُ٘ َ ١ْٔبَأ ٌْح١َبَحِ اٌذُّ ُْ فِٟ ا ُٙ ؼ١ِشَزَ سَفؼَْٕبَ  َٚ  َِ

 َٚ ُْ ثؼَْؼًب عُخْش٠ًِّب  ُٙ ١زََّخِزَ ثؼَْؼُ ٌِ قَ ثؼَْغٍ دسََجَبدٍ  ْٛ ُْ فَ ُٙ ذُ  ثؼَْؼَ َّ ب  سَحْ َّّ ِِ سَثهَِّ خ١َْشٌ 

 َْ ؼُٛ َّ   ٢٥ ٠جَِْر
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 

sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang 

lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan” (QS. Al-Zukhruf (43): 32”.
40

 

 

 

 

3) Firman Allah swt: 

دُ ٱَٚ  ذََٰ ٌِ ََٰٛ
ٌۡ  َُّ ٓۡ أسََادَ أَْ ٠زُِ َّ ٌِ  َِۖٓ ١ٍَۡ ِِ ِٓ وَب ١ٌَۡ ۡٛ َّٓ حَ ُ٘ ذَ

ٌََٰ ۡٚ َٓ أَ ػَبػَخَۚ ٱ٠شُۡػِؼۡ ػٍََٝ  ٌشَّ َٚ
ٌُٛدِ ٱ ۡٛ َّ
َّٓ ثِ  ۥٌَُٗ  ٌۡ ُٙ ُ ر َٛ وِغۡ َٚ  َّٓ ُٙ ؼۡشُٚفِۚ ٱسِصۡلُ َّ

ٌۡ  ُُۢ ذحَ ٌِ ََٰٚ بۚ لََ رؼَُبسَّٓ  َٙ عۡؼَ ُٚ لََ رىٍََُّفُ ٔفَۡظٌ إلََِّ 

َ٘ب  ٌذَِ َٛ لََ ثِ َٚ  ُ ٌُٛدٞ ٌَّٗ ۡٛ ٌذَِِٖ  ۥَِ َٛ ػٍََٝ   ۚۦثِ اسِسِ ٱَٚ َٛ
ْۡ أسََاداَ فِظَبلًَ ػَٓ رشََاع   ٌۡ ِ هَۗ فئَ ٌِ

ًُ رََٰ ثۡ ِِ

                                                           
39Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan...., h. 759. 
40 Ibid., h. 977. 
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ُۡ أَْ ْۡ أسََدرُّ إِ َٚ بۗ  َّ ِٙ س  فلََٗ جُٕبَحَ ػ١ٍََۡ ُٚ رشََب َٚ ب  َّ ُٙ ٕۡ ُۡ فلََٗ جُٕبَحَ  ِِّ ذوَُ ٌََٰ ۡٚ اْ أَ ٓٛ رغَۡزشَۡػِؼُ

 َِّ زُُ  ّۡ ُۡ إرِاَ عٍََّ ؼۡشُٚفِۗ ٱءَار١َۡزُُ ثِ  بٓ ػ١ٍََۡىُ َّ
اْ ٱَٚ  لِٰلَّ ٱ رَّمُٛاْ ٱَٚ  ٌۡ ٓٛ ُّ َّْ  ػٍَۡ َْ  لِٰلَّ ٱ أَ ٍُٛ َّ ب رؼَۡ َّ ثِ

  ٥٢٢ثظ١َِشٞ 
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah (02): 233)”.
41

 

   

b. Hadis di antaranya: 

 ْٓ ِٓ  اللِ  ػَجْذِ  ػَ شَ لبَيَ  ثْ َّ َُ  :ػُ َٚ عٍََّ  ِٗ يُ اللِ طٍََّٝ اللُ ػ١ٍََْ ْٛ ا : لبَيَ  لبَيَ سَعُ ْٛ أػَْطُ

ْْ ٠جَِِرفَّ ػَشَلُُٗ  ًَ أَ بجَٗ) الۡج١َِْشَ أجَْشَُٖ لجَْ َِ  ُٓ اُٖ اثْ َٚ   42(.سَ
Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata, berkata Rasulullah Saw: 

berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering.” (H.R. Ibnu Majah). 

َِ فمَبَيَ  ب ٌْحُجِرَّ ْٓ أجَْشِ ا ًَ ػَ ُ عُئِ ُْٕٗ أََّٔٗ َٝ اللُ ػَ ْٓ أَٔظٍَ سَػِ يُ اللِ طٍََّٝ اللُ  :ػَ ْٛ َُ سَعُ احِزجََِر

 ْٓ ِِ  ِٓ َٚ أػَْطَبُٖ طَبػ١َْ ْٛ ؽ١َْجخََ  ُٗ أثَُ َّ َُ حَجَِر َٚ عٍََ  ِٗ ٍَ ػ١ٍََْ اُٖ اٌجخَُبسِٜ) ؽَؼبَ َٚ  43.(سَ
Artinya: “Dari Anas ra Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari 

bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah saw dibekam 

oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua 

sak makanan”. (H.R. Bukhari). 

 

                                                           
41Ibid.,  h. 67 
42Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar 

Ihya‟ al-Kutub al-„Arabiyah, 2009), h. 817. 
43Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz. VII, No. 5696  (Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.125. 
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ْٓ أثَِ  َُ لبَيَ: لبَيَ اللُ رؼَبٌََٝ ػَ َٚ عٍََّ  ِٗ ِٓ إٌَّجِٟ طٍََّٝ اللُ ػ١ٍََْ ُْٕٗ ػَ َٟ اللُ ػَ ُ٘ش٠َْشَحَ سَػِ  ٝ

 َٚ  َُٕٗ َّ ًَ ثَ ا فأَوََ ًٌ ثبَعَ حُشًّ َٚ سَجُ ُْ غَذسََ  ًٌ أػَْطَٟ ثِٝ ثُ خِ سَجُ َِ م١ِبَ ٌْ ََ ا ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ُّ ثلَٗثَخَُ أَٔبَ خَظْ

ًٌ اعِْزأَجْشًا فبَعْزَ  ُْ سَجُ ٌَ َٚ  ُْٕٗ ِِ فَٟ  ِٗ أجَْشَُٖ ْٛ بسِٜ) ٠ؼَْطِ اُٖ اٌجخَُّ َٚ  44.(سَ
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga 

golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah 

seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian 

ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan 

menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, 

lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi 

upahnya.” (H.R. Bukhari). 

 

3. Rukun dan Syarat Al-Ijarah 

a. Rukun Al-Ijarah 

1) Ijab dan Qabul 

Formulasi ijab qabul dalam suatu kontrak atau perjanjian dapat 

dilaksanakan dengan ucapan lisaan, tulisan, atau isyarat bagi mereka 

yang mampu berbicara menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan 

perbuatan (fi’li) yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak untuk 

melakukan suatu kontrak atau perjanjian yang umumnya dikenal 

dengan al-mu’athah tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur‟an dan Al-

Hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu 

dalam pelaksanaan ijab dan qobul dalam perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak.
45

 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu yaitu 

ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-

menyewa). Akan tetapi, mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun al-

ijarah itu ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, 

                                                           
44 Ibid., Juz. III, No. 2270, h. 90. 
45Abdul Hanan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 83. 
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manfaat, dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Hanfiyah menyatakan 

bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk 

syarat-syarat al-ijarah, bukan rukun rukunnya. 

2) Imbalan (Ujrah) 

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang 

tersebut dengan ujrah. Pihak penyewa dan yang menyewakan 

mengadakan kesepakatan mengenai haraga sewa di antara keduanya 

terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya 

akad sebagaimana transaksi sewa-menyewa. Tetapi pada waktu akad 

para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh 

diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhiri imbalan.
46

 

3) Mahal al-Aqd (objek kontrak atau perjanjian). 

Objek kontrak atau perjanjian dalam muamalah jangkauanya 

sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. 

Objek adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya 

dalam kontrak atau perjanjian gadai, objeknya adalah gadai dan utang 

yang diperolehnya. Dalam perjanjian sewa-menyewa, objeknya adalah 

manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah.
47

 

4) Al-aqidain ( pihak-pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian). 

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak atau perjanjian 

disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan keweajiban. 

Subjek hukum dapat manusia atau badan hukum. Pada umumnya, 

                                                           
46 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170. 
47Abdul Hanan, Hukum Ekonomi...., h. 84. 
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berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia 

dilahirkan dan akan berakhir ketika bersangkutan meninggal dunia. 

Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dalam 

hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai 

telah lahir jika kepentingannya memerlukan, terutama masalah 

warisan. Tetapi dalam hukum Islam tidak semuanya dapat 

melaksanakan dengan sendiriatau kewajibannya dan keadaan ini 

disebut dengan “mahjur ‘alaih” sebagaimana  hal tersebut telah 

dijelaskan oleh firman Allah swt yang berbunyi:  

لََ  بءَٓ ٱرؤُۡرُٛاْ  َٚ َٙ فَ ُُ  ٌغُّ ٌىَُ ََٰٛ ِۡ َ ًَ  ٌَّزِٟٱأ َٚ  لِٰلُّ ٱجَؼَ ب  ّٗ ُۡ ل١ََِٰ ُۡ ٱٌىَُ ُ٘ َٚ  سۡصُلُٛ ب  َٙ ُۡ ٱف١ِ ُ٘  وۡغُٛ

ؼۡشُٚفٗب  َِّ لَٗ  ۡٛ ُۡ لَ ُٙ لٌُُٛٛاْ ٌَ َٚ٢  
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik” (QS. Al-Nisa (4): 5).
48

 

 

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan 

tidak cakap dalam bertindak dalam hukum yaitu mereka-mereka yang 

disebut dengan al-shufaha, yang dimaksud dengan as-shufaha ialah 

orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya 

dan kebaikan tasaruf padanya. 

5) Maudhu’ al-aqd (tujuan perjanjian dan akibatnya) 

Tujuan perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam sebuah perjanjian yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang 

dimaksud dengan maudhu’ al-aqd (tujuan kontrak) adalah untuk apa 

                                                           
48Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan...., h. 141. 
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suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam 

rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan 

menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah al-musyyarri‟ 

(yang menetapkan syariat) yakni Allah swt sendiri.
49

 

b. Syarat Al-Ijarah 

1) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, 

maksudnya, apabila di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur 

pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan 

dengan hukum Islam. 

2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu 

barang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa 

(lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang yang 

diperjanjikan. 

3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya 

maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat 

dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) 

barang tersebut. Seandainya barang tidak dapat digunakan 

sebagaimanna yang diperjanjikan, maka sewa-menyewa dapat 

dibatalkan. 

4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang 

diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai 

dengan yang diperjanjikan. 

                                                           
49 Abdul Hanan, Hukum Ekonomi...., h. 85-89. 
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5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam 

agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatanya tidak 

dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalakan. 

Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk 

kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, 

serta memberikan uang kepada tukang ramal.
50

 

6) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah. 

7) Barang yang disewakan atau suatu yang dikerjakan upah-mengupah, 

disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat 

berikut ini:
51

 

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 

upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dapat 

diserahkan kepada penyewa. 

c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perakara yang mubah 

(boleh) menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zatnya) hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 

8) Syarat terjadinya akad, syarat in’inqad (terjadinya akad) berkaitan 

dengan „aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah 

dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang 

                                                           
50Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi...., h. 158. 
51Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...., h. 118. 
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yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz 

(minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, 

jika bukan barang miliknya sendiri, akad al-ijarah anak mumayyiz, 

dipandang sah jika telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah 

berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat al-ijarah dan jual-beli, 

sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad 

anak mumayyiz adalah sah, tapi bergantung atas keridaan walinya. 

Sedangkan, ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah mensyaratkan orang yang 

akad harus mukkalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak 

mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad. 

9) Syarat pelaksanaan (al-nafadz), agar al-ijarah terlaksana, barang 

harus dimiliki oleh „aqid atau ia memiliki kekeuasaan penuh untuk 

akad (ahliyah). Dengan demikian ijarah al-fudhul (al-ijarah yang 

dilakukan oleh orang yang tidak memilki kekuasaan atau tidak 

diizinkan pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya al-ijarah. 

10) Syarat sah al-ijarah, keabsahan al-ijarah sangat berkaitan dengan 

‘aqid (orang yang akad) ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi objek), 

ujrah (upah) dan zat akad (nas al- aqd),
52

 yaitu:  

a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad, ayat ini 

didasarkan kepada firman Allah swt: 

ب   َٙ أ٠َُّٓ َٓ ٱ٠ََٰ ٌىَُُ ث١َٕۡىَُُ ثِ  ٌَّز٠ِ ََٰٛ ِۡ َ اْ أ ٓٛ ُٕٛاْ لََ رأَۡوٍُُ َِ ًِ ٱءَا طِ جََٰ شَحً ػَٓ  ٌۡ َْ رجَِِرَٰ ٓ أَْ رىَُٛ إلََِّ

 َّْ ُۡۚ إِ اْ أَٔفغَُىُ ٓٛ لََ رمَۡزٍُُ َٚ  ُۚۡ ٕىُ ِِّ ب  لِٰلَّ ٱ رشََاع   ّٗ ُۡ سَح١ِ َْ ثىُِ   ٥٧وَب
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

                                                           
52Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125-127.  
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kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa (4): 29).
53

 

 

b) Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan pada 

ma’qud ‘alaih (barang) menghilangkan pertentangan di antara 

‘aqid. Di antara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih (barang) 

adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan atau jasa seseorang. 

c) Penjelasan manfaat, penjelasan dilakukakan agar benda yang 

disewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “Saya 

sewakan salah satu dari rumah ini.” 

d) Penjelasan waktu, mayoritas ulama tidak memberikan batasan 

maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat 

asalnya masih tetap ada sebab  tidak ada dalil yang mengahruskan 

untuk membatasinya.
54

 

4. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam Al-Ijarah 

Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat 

dirinya sendiri. Allah swt memerintahkan kepada manusia unutuk 

bertebaran atau berjalan dipermukaan bumi sambil berkerja dan berusaha, 

Islam memberikan kebebasan untuk berkerja. Misalnya, jual beli, sewa-

menyewa (ijarah) bercocok tanam dan lain sebagainya. 

                                                           
53Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan...., h. 150. 
54 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah...., h. 125-127. 



36 

 

Apabila seorang muslim mempunyai tanah yang produkif, dia harus 

memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya, Islam tidak menyukai 

kekosongan tanah yang produktif, sebab itu menghilangkan nikmat yang 

Allah swt berikan kepada manusia dan mensia-siakan harta. Berusaha dan 

bekerja dalam bentuk sewa-menyewa tanah pertanian diperbolehkan dalam 

Islam pada zaman Nabi Muhammad saw sudah menjadi kebiasaan bagi para 

sahabat Nabi pada waktu itu. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa 

tanah pertanian yang diperbolehkan adalah:
55

 

a. Tanah yang disewakan adalah tanah produktif . 

b. Sewa-menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran yang 

jelas, misalnya dengan mata uang, emas, dan perak. 

c. Benda yang disewakan harus jelas. 

Sedangkan sistem pengelolaan tanah pertanian itu diperbolehkan 

sebagaimana kesepakatan kerja sama antara pemilik tanah, di antaranya:
56

 

a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dari pemilik tanah. 

b. Tidak ada kecemasan karena hal tersebut akan menimbulkan 

persengketaan dan perselisihan antara pemilik tanah. 

c. Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam. 

Menurut hukum Islam, perjanjian yang diperbolehakan dalam Islam 

adalah sebagai berikut:
57

 

                                                           
55Ibid, h. 293. 
56Ibid, h. 294.  
57Mardani, Hukum System Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),  h. 

149-150. 
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a. Ikhtiyari/sukarela, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan atas 

kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah 

satu pihak atau dari pihak lain. 

b. Amanah/menepati janji, setiap perjanjia sewa-menyewa wajib 

dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan 

oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera 

janji. 

c. Ihthiyati/kehati-hatian, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan 

dengan pertimbangan yang matang dan dilaksankan secara tepat dan 

cermat. 

d. Luzum/tidak berubah, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan 

tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari 

dari praktik spekulasi dan maisir. 

e. Saling mengutungkan, seriap perjanjian sewa-menyewa dilakukan untuk 

memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktek 

manipulasi dan merugikan salah satu pihak. 

f.  Taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa 

memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban 

yang seimbang. 

g. Transparansi, perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan 

pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. 
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h. Kemampuan, perjanjian sewa-menyewa dilakukan sesuai dengan 

kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebih bagi 

yang bersangkutan. 

i.  Taisir/kemudahan, setiap perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan 

dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak 

untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. 

j.  Itikad baik, perjanjian sewa-menyewa dilakuakan dalam rangka 

menegakan kemaslahatan, tidak mengundang unsur jebakan dan perbuatan 

buruk lainnya. 

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang  oleh 

hukum dan tidak haram.
58

 

5. Hal-Hal yang Dilarang dalam Al-Ijarah 

a. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek 

sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa 

tidak sebagaimana mestinya. 

b. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur adalah suatu halangan 

sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksan sebagaiman mestinya. 

c. Rusaknya barang yang disewakan, apabila barang yang menjadi objek 

perjanjian sewa-nenyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali 

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang 

diperjanjikan, misalkan terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa.
59
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d. Al-ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena al-ijarah merupakan akad 

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Al-

ijarah akan menjadi barat apabila hal-hal sebagai berikut:
60

 

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa. 

2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang disewakan 

menjadi runtuh dan sebagainya. 

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan. 

4) Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh al-ijarah dari salah satu pihak, 

seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada 

yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan. 

B. Al-Qard 

1. Pengertian Al-Qard 

Kata qardh berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berasal dari 

kata al-qardh bentuk jamaknya Qurudh memiliki arti pinjaman.
61

 Qardh 

dalam bahasa Arab maknanya al-qath’u yang artinya potongan, yaitu 

potongan yang baik, maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari 

harta pemiutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam.
62

 Tujuan 
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62 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 331. 
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diberi pinjaman ini hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah 

keuangan untuk keperluan peminjam itu. Usaha tersebut merupakan suatu 

amalan yang baik karena Allah swt.
63

 

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa qardh adalah pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Adapun qardh 

secara terminologis adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam 

yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan 

mengembalikan gantinya (pinjaman) di kemudian hari. Dalam pandangan 

madzab Hanafi, mendefinisikan qardh dari segi syarak merupakan sebagai 

sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada 

peminjam dari harta yang sama nilainya sehingga peminjam bisa 

membayarnya kembali dengan harta yang sama. Dalam pandangan mazhab 

Maliki, mendefinisikan qardh dari segi syarak merupakan sebagai pinjaman 

harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, 

semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat 

ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah 

tanggungannya. Dalam pandangan mazhab Syafi‟i, mendefinisikan dari segi 

syarak sebagai qardh itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain 

untuk digunakan. Dalam pandangan mazhab Hanbali mendefinisikan akad 

perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah 

harta kepada peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula 
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barang gantiannya.
64

 Kata qardh sebenarnaya sudah memadai untuk 

menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran atau 

keuntungan. Sesungguhnya setiap keuntungan atas pinjaman adalah riba 

yang dilarang oleh Allah swt. Pengertian qardh juga dijelaskan dalam fatwa 

Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. 

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 

memerlukan dan pihak muqtaridh tersebut wajib mengembalikan jumlah 

pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
65

 

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 

dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa 

adanya imbalan. Qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain 

yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang 

dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak 

lembaga. Adapun pengertian qardh menurut beberapa sumber sebagai 

berikut:  

a. Menurut tim Edukasi Professional Syariah, qardh merupakan pinjaman 

sosial yang diberikan secara benevolent tanpa adanya pengenaan biaya 

apapun kecuali pengembalian modal asalnya.
66

 

b. Menurut Ascarya, qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa 

imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible barang yang 

dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.
67
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c. Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, qardh adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
68

  

Alquran sangat menganjurkan kaum muslim untuk memberi pinjaman 

kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok 

pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. 

Pinjaman ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk 

mendanai aktivitas mereka. Pengembalian dilakukan selama suatu periode 

yang disepakati kedua pihak. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi 

tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan 

itu semata-mata untuk biaya pelayanan.  

Dengan demikian qardh adalah harta yang dapat diberikan baik dalam 

bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat 

bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada 

pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa 

ada tambahan apapunpada barang tersebut. Penerima pinjaman tidak 

diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman 

boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari jumlah uang yang 

dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada 

pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di 

muka. 

 

                                                                                                                                                                
67 Ascarya, Akad & Produk (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 46. 
68 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 131. 
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2. Dasar Hukum Qardh 

Dasar disyariatkannya qardh berasal dari dalil Alquran. Adapun dalil 

tersebut yaitu antara lain surat al-Baqarah ayat 245, 280, surat al-Hadid 

Ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut: 

ؾُ  ُ ٠جَۡظ  َٚ ُ ٠مَۡجِغُ  ٱلِلَّّ َٚ  
ؼِفَُٗۥ ٌَُٗٓۥ أػَۡؼبَفٗب وَث١ِشَحٗۚ ب ف١َؼََُٰ ٕٗ َ لشَۡػًب حَغَ ٓ راَ ٱٌَّزِٞ ٠مُۡشِعُ ٱلِلَّّ َِّ

  َْ ِٗ رشُۡجَؼُٛ إ١ٌَِۡ َٚ٥٤٢ 

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Al-Baqarah (2): 

245). 

 َْ ٛ ُّ ُۡ رؼٍََۡ ُۡ إِْ وُٕزُ أَْ رظََذَّلُٛاْ خ١َۡشٞ ٌَّىُ َٚ  ۚ ١ۡغَشَح  َِ  َٰٝ َْ رُٚ ػُغۡشَح  فََٕظِشَحٌ إٌَِ إِْ وَب َٚ  ٢٨٠ 
Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui 

(Q.S. Al-Baqarah (2): 280). 

  ُٞ ٌَُٗٓۥ أجَۡشٞ وَش٠ِ َٚ ؼِفَُٗۥ ٌَُٗۥ  ب ف١َؼََُٰ ٕٗ َ لشَۡػًب حَغَ ٓ راَ ٱٌَّزِٞ ٠مُۡشِعُ ٱلِلَّّ َِّ١١ 
Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Q.S. Al-

Hadid (57): 11). 

Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak di jalan 

Allah. Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata qardh 

(pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya 

adalah karena qardh ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta 

sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, 

makna ayat ini adalah barang siapa yang mau berinfak di jalan Allah dan 

ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.  
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Ayat-ayat yang diuraikan di atas adalah dasar hukum yang kuat 

tentang hukum qardh yang wajar dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut 

merupakan perintah Allah swt diperuntukan kepada seseorang yang 

mempunyai harta agar memberikan pinjaman qardh, perintah ini bukanlah 

suatu perintah wajib. Walau bagaimanapun, hukum meminjam kepada 

seseorang adalah harus.  

Allah mendorong orang yang beriman yang mempunyai harta serta 

mampu agar memberikan bantuan pinjaman kepada saudara-saudaranya 

yang susah. Allah berjanji akan melipat gandakan ganjaran pahala dan 

memberikan pengampunan dosa kepada mereka yang memberi pinjam 

karena Allah, seperti yang telah dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. 

Sebaliknya, jika seseorang itu tidak dapat memberikan pinjaman apabila 

diminta oleh peminjam tidaklah dianggap berdosa.  

Ijmak para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. 

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki 

segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah 

menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang 

sangatmemerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Fatwa DSN MUI No: 

19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat Hadis yang menerangkan tentang qardh. 

Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw 

bersabda: 

ُ دَّ ب أَ َ٘ ءَ دَ أَ  ذُ ٠ْ شِ ٠ُ  بطِ إٌَّ  ايَ َٛ ِْ أَ  زَ خَ أَ  َٓ َِ  ُ  ُٗ فَ ٍَ رْ ب أَ َٙ فَ لَٗ رْ اِ  ذُ ٠ْ شِ ٠ُ  زَ خَ أَ  ْٓ َِ َٚ  ُٗ ْٕ ػَ  ٞ اللَّّ  اُٖ َٚ سَ ) اللَّّ

 (ٞبسِ خَ جُ اٌْ 
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Artinya: Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, 

Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, 

Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya (H.R. Al-Bukhari).
69

  

Maksud Hadis di atas yaitu bahwa apabila seseorang meminjam 

harta dan berniat melunasi utang tersebut Allah akan membantunya. Tetapi 

jika orang tersebut berniat melupakan utang tersebut maka Allah benar-

benar akan menghancurkan orang tersebut.
70

 

3. Hukum Qardh 

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan 

menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qardh merupakan akad yang 

memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya 

pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah.  

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas 

hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia 

mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah 

memungut riba.  

Menurut Syafi‟i dalam akad qardh tidak boleh ada khiyar majlis 

ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan 

atau membatalkan akad, sedangkan qardh merupakan akad ghair lazim, 

masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak 

khiyar menjadi tidak berarti. Imam Malik membolehkan akad qardh dengan 

                                                           
69 Syaikh Fathi Ghanim, Kumpulan Hadits Qudsi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 
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batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk 

menentukan kesepakatan dalam akad. 

Sedangkan menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan 

nilai manfaat bagi muqridh, maka hukumnya haram sepanjang 

dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. 

Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan, muqtaridh 

diharamkan memberikan hadiah kepada muqridh, jika maksud pemberian 

itu untuk menunda pembayaran, begitu juga pinjaman dengan syarat 

tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa akad qardh 

diperbolehkan selama tidak ada penambahan di awal perjanjian.
71

 

4. Rukun dan Syarat Qardh  

Agar qardh menjadi sah, maka qardh tersebut harus memenuhi 

rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara‟. 

Rukun dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai 

berikut:
72

  

a. Rukun Qardh  
1) Para Pihak yang Terlibat Qard  

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap 

mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur 

kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap 

bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang 

akad utang piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. Muqridh 
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(pemilik barang/ harta), adalah pihak yang akan memberikan 

pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan muqtaridh 

(peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.  

2) Barang yang Dipinjamkan  

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat 

diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang 

yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syarak) 

dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan ma’qud 

‘alaih. 

3) Shighat Qard  

Shighat terdiri dari ijab dan kabul. Redaksi kabul disyaratkan 

sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah 

bila menggunakan kata qard (meminjami) atau salaf (mengutangi) 

karena syara‟ menggunakan kedua kata tersebut.  

4) Aqid  

Untuk aqid, baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan 

harus orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau memiliki 

ahliyatul ada’. Oleh karena itu, qard tidak sah apabila dilakukan oleh 

anak yang masih dibawah umur atau orang gila.  

b. Syarat Qardh 

Adapun yang menjadi syarat sah utama dalam qardh yaitu:
73
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1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang 

memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaaatan 

karena qardh adalah akad terhadap harta. 

2) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul 

seperti halnya dalam jual beli. Kriteria penerima dana qardh adalah 

masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi, yakni: 

a) Orang yang tidak memiliki usaha dan ingin membuka usaha namun 

tidak memiliki modal. 

b) Orang yang memiliki pekerjaan namun belum mampu mencukupi 

kebutuhannya. 

c) Orang yang memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkan usaha 

namun kekurangan modal karena lemahnya ekonomi. 

Rukun dan syarat sah pembiayaan qardh menjelaskan bahwa 

pembiayaan qardh tidak sah dan dianggap batal apabila salah satu rukun dan 

syarat tidak dapat terpenuhi. 

5. Sebab-Sebab yang Membatalkan Qardh 

Pembayaran utang dengan membaginya kepada beberapa bagian 

seperti diserahkan pada waktu-waktu tertentu, bisa berupa cicilan maupun 

tanpa cicilan (langsung lunas). Yang demikian ini sah dan boleh menurut 

syariat. Akan tetapi, jika pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang 

berutang bahwa seandainya terlambat membayar salah satu cicilan pada 

waktunya, uang tersebut menjadi jatuh tempo semuanya, maka syarat ini 

tidak wajib dilaksanakan.  
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Jika penjual pertama menjual barang kepadanya sekaligus 

meminjaminya, maka yang demikian tersebut termasuk transaksi yang 

diharamkan Allah dan Rasulnya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi 

manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan 

pinjaman atau barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, 

maka ia hanya berhak atas pengganti pinjaman, jika tidak, maka barang 

tersebut diganti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di 

luar itu.
74

 

6. Manfaat Qardh 

Beberapa manfaat akad qardh di antaranya:  

a. Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 

mendapat talangan jangka pendek. 

b. Qardh juga merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan 

syariah dan lembaga keuangan konvensional yang didalamnya 

terkandung nilai misi sosial di samping misi komersial. 

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah 

tersebut. 

d. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan 

bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami 

kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan. 
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e. Menunaikan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
75 
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